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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN BUMN 

TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  

(Studi Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.) 

Miranti Dwi Pangesti (2410622049), Aurora Jillena Meilala, Diani Sadiawati 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai status kerugian yang timbul 

dalam kepailitan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta batas 

pertanggungjawaban hukum direksi dalam kepailitan perseroan. Permasalahan tersebut muncul 

karena adanya perbedaan perspektif antara hukum perseroan, hukum kepailitan, dan hukum 

keuangan negara, khususnya dalam menentukan apakah kerugian yang terjadi pada anak 

perusahaan BUMN merupakan kerugian korporasi atau kerugian negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kerugian anak perusahaan BUMN dalam 

kepailitan serta menganalisis batas pertanggungjawaban hukum direksi anak perusahaan 

BUMN dalam kepailitan perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dianalisis secara preskriptif. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 

144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai PT Indofarma Global Medika sebagai 

anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip 

separate legal personality, PT Indofarma Global Medika sebagai anak perusahaan BUMN 

merupakan badan hukum yang mandiri dan terpisah dari negara maupun induk perusahaan, 

sehingga kerugian yang timbul akibat kepailitan pada dasarnya merupakan kerugian korporasi. 

Kepailitan PT Indofarma Global Medika terjadi karena tidak terpenuhinya persyaratan 

persetujuan kreditor dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 

bukan semata-mata karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dinyatakan terlebih 

dahulu oleh pengadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa direksi anak perusahaan BUMN 

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena perseroan dinyatakan pailit. 

Pertanggungjawaban direksi baru dapat dibebankan apabila terbukti terdapat pelanggaran 

fiduciary duty, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang berada 

di luar perlindungan Business Judgment Rule. Dalam hubungan holding BUMN, kebijakan 

induk perusahaan dapat dipertimbangkan dalam menilai hubungan kausalitas dan tingkat 

kesalahan direksi, namun tidak menghapus prinsip pemisahan tanggung jawab antara induk 

dan anak perusahaan. 

 

Kata Kunci: Anak Perusahaan BUMN, Kepailitan, Kerugian Korporasi, Kerugian 

Negara, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule 
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ABSTRACT 

LIABILITY OF DIRECTORS OF STATE-OWNED ENTERPRISE SUBSIDIARIES IN 

CORPORATE BANKRUPTCY 

(A Study of Decision Number 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.) 

Miranti Dwi Pangesti (2410622049), Aurora Jillena Meilala, Diani Sadiawati 

This research is motivated by legal issues concerning the classification of losses arising from 

the bankruptcy of State-Owned Enterprise (SOE) subsidiaries and the limits of directors’ 

liability in corporate bankruptcy. These issues emerge due to differing perspectives among 

corporate law, bankruptcy law, and state finance law, particularly in determining whether 

losses incurred by an SOE subsidiary constitute corporate losses or state losses. This study 

aims to analyze the legal status of losses arising from the bankruptcy of SOE subsidiaries and 

to examine the limits of directors’ liability in such bankruptcy proceedings. This research 

employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal 

materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a 

prescriptive method. The case study focuses on Decision Number 144/Pdt.Sus-

PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst concerning PT Indofarma Global Medika as a subsidiary of PT 

Indofarma Tbk. The findings indicate that, based on the principle of separate legal personality, 

PT Indofarma Global Medika as an SOE subsidiary constitutes an independent legal entity 

distinct from both the State and its holding company. Therefore, losses arising from its 

bankruptcy are fundamentally corporate losses. The bankruptcy of PT Indofarma Global 

Medika resulted from the failure to obtain the level of creditor approval required under the 

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism, rather than from a prior judicial 

determination of unlawful conduct. This research further finds that directors of SOE 

subsidiaries cannot be held liable solely because the company has been declared bankrupt. 

Directors’ liability may only arise where there is evidence of a breach of fiduciary duty, conflict 

of interest, abuse of authority, or conduct falling outside the protection of the Business 

Judgment Rule. Within the SOE holding structure, directions or policies issued by the parent 

company may be considered in assessing causation and the degree of fault of the directors; 

however, such circumstances do not eliminate the principle of separate liability between the 

parent company and its subsidiary. 

 

Keywords: SOE Subsidiary, Bankruptcy, Corporate Losses, State Losses, Fiduciary Duty, 

Business Judgment Rule 
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